 Menimbang

BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR {8 TAHUN 2019

TENTANG

- ’PERUBA".HAN ATAS PERATiIRAN BUPATI BOALEMO NOMOR 2 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN AN GGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,

. bahwa

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan' Peraturan B
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BUPATI BOALEMO

: a. bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Menteri

Keuangan . - Republik Indones1a - Nomor

( 225/PMK/07 / 2017 tentang Pengelolaan ‘Transfer Ke

‘Daerah\ dan Dana Desa menjadi Peraturan Menteri

Keuangah Republik Indonesia Nomor : 193/ PMK.07 /2018

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa |

maka Perlu Merubah Peraturan Bupati Boalemo

 berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana

- Bupati Boalemo Bupatl Boalemo Tentang Perubaha_n atas
. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 tentang Tata Cara
~ 'Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Set1ap

Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang'
; Pembentukan : Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
- Republik kIndoﬁes’ia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Ne;gara Republik Indonesia - Nomor 3899),

sebagaima.ha telah diubah dengan ’Unda‘ng-Undarig
Nomor 10 Tahiin 2000 tentang Perubahan atas»Undang—
Undang Nomdr 50/,Tahlin 1999 tentang Pembentukan
‘ Republik
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 7 7, Tambahan Lembaran

Kabupaten ‘Boalemo. (Lembai‘ari Negara

‘Negara Repubhk Indonesm Nomor 3965)



‘ Bérsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

7. Peraturan Pres1den Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Negara (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

: Indones1a Nomor 5694);

Rincian Anggaran Pendapatan dan BelanJa Negara Tahun
Anggaran 2019 ( Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun
2018 Nomor 225 ); '

8. ,‘Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Benta Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berlta

Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tah‘un 2018'tentang Perubahan -
Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 «
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berlta -

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Keuangan ‘Nomor 199/PMK.07 / 20 17

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

'537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

 Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2019 (Benta Negara
~ Republik Indones1a Tahun 2018 Nomor 1081);

11.

12

13,

Peraturan Menterl Keuangan Nomor 193/PMK. 07/ 2019

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap

Kabupaten/ Kdta dan- Perhitungan Rincian Dana Desa |

Setiap Desa - (Berlta Negara Repubhk Indonesia Tahun
2018 Nomor 1884), ’

Peraturan Meriteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal -

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ,(Ber‘ita Negara

Repubhk Indone31a Tahun 2018 Nomor 61 1)



2. Undang—Undang Nomgr 12 Tahun 2011 tentang

E Pembentukan » Peraturan Perundang-Undangan o

| ( Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2011 ”

,Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
. Indones1a Nomor 5234); |

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2014 Nomor

7 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a Nomor E ;
s '5495% e , ' o
4, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang :
V Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

“Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
- Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagalmana* |
‘ telah diubah beberapa kali ‘terakhirl c“le»ngan; ‘Uyndakng-'k r
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahén kedua
o Undang-Undang Nomor 23 -Tah\in; 2014 ‘Ter‘xtaang‘ f
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lenibaran
Negara Repubhk Indones1a 5679); , | -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 ‘Tahun 20 14 tentang

D Peraturan Pelaksanaan- Undang—Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia.

o Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
i : ' Repubhk Indonesm Nornor 5539), sebagalmana telah diubah

E dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 g
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah ‘Nomor 43
Tahun 2014 :Tehtang Peraturan Pelaksanaah Undang-
Undang Nomdr 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Négara i Republﬂ;\' Indonesia Tahun 2015 Nomor 157

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor i

5717L ’ ‘ : R ¢k : ,
6. Peraturan Perjnerintah' Nomor 60 Tahun 2014 tentang

- Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan‘

dan BelanJa Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm' o |

Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara '
- Repubhk Indonesm Nomor 5558), sebagalmana telah
.dlubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 22 Tahun

; 201_5 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun ",2014',';.Ten’tang Dana ":Desa Yang



= Menetapkan :

14

Peraturan Daerah Kabupaten Boalerno Nomor 5 Tahunw .

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun

:2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat T

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten e
~ Boalemo Nomor 302); S

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun,

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

" "Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten .
. Boalemo Tahun 2018 Nomor S); S o
- 16,

Peraturan Bupat1 Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 tentang o

Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

‘Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

| 'Boalemo Tahun 2018 Nomor 7 39)

MEMUthsKAN :

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN

-~ ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR ,
2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
‘ -’~PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN

’ - ANGGARAN 2019

s, 1. ‘Ketentuan Pasal 9 dlubah Sehlngga Pasal 9 berbuny1 sebagau

Pasall

benkut

Pasal 9

(5) Penyaluran Dana Desa dan RKUD ke RKD tahap. I

dllaksanakan setelah Bupatl menemma Peraturan Desa

‘mengenai APBDes dari Kepala Desa. =

FUIE

2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembaglan, dan Penetapan :

R1nc1an Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggara 2019 ( Berita - ‘,\’
,’ Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 743 ) diubah TR
| Sebagai Benkut " | | i

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupat1 Boalemo Nomor



~ (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanakari setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

(7) Penyalurah Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi

Penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai

dengan tahap II dari Kepala Desa

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan
rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang

sebesar 50% (11ma puluh persen)

(9) Capalan output sebagalmana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capalan

output dari seluruh kegiatan.

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara

pengadaan, dan capaian output.

(11) Dalam hal tabel referensi data 'sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan‘ mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga terkait.
Pasal 10

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi |
sebagai berikut : '



(1) Penggunaaﬁ Dana Desa diprioritaskan untuk ,mémbiayaif
pembangunén dan pemberdayaari masyarakat' ditujukan
untuk mériingkatka'n' kesejahtefaan' ‘maSYarékat desa',"’

| penmgkatan kualitas hidup  manusia serta
penanggulangan kemiskinanan dan d1tuangkan dalam

" Rencana ker_]a pemermtah Desa. ‘

. ‘Ketentuan Pasal 13 dlubah sehmgga Pasal 13 berbuny1

 sebagai berikut |

-’(1) Kepala Desa menyampalkan laporan realisasi penyerapan

dan capauan output Dana Desa setlap tahap penyalurank

kepada Bupat1

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataS°

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenal APBDesa dam,
Kepala Desa;

b vtahap I berupa laporan fealisasi penyerapan dan capaia;n'
output Dana Desa tahun anggaran ‘sebelumnya darl
, Kepala Desa, dan ' ~

c. tahap- IlI berupa laporan' realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan rea‘lisasi‘ penyerapan dan capaian output Dana
- Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimaha -
dimaksud pada ayat (2) huruf b dlsampalkan paling
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran ber_]alan

(4) Laporan reahsa31 penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahap II‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c d1sampa1kan paling lambat tanggal 7 Juni tahun

anggaran berjalan

' | ‘(5) Dalam hal terdapat pemutakh1ran capaian output setelah
| batas waktu, ; ‘penyampalan laporan_ sebaga1mana ,
~ dimaksud pada ayat (3) dan é.yat (4), Kepala Des’ak dapat f

' ,i‘rie'nyampaikannya' pemutakhiran capaian output kepﬂadar \

' Bupati. :



4 Ketentuan Pasal 14 dlubah sehlngga Pasal 14 berbunyl 7~’

sebaga1 benkut :
'(1) Bupatl menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

~ a. Bupati - belum menerima dokumen | sebagalmana"
‘dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5,6,dan 7) - |

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD ‘yta,hun anggaran

| sébelumnyaf lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan / atauy g

C. terdapat usulan dar1 aparat pengawas fungsmnal daerah. E b

‘ (2) Penundaan ‘Penyaluran Dana ' Desa - sebag1mana‘
- dimaksud pada ayat (1) huruf b dllakukan terhadap

Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran
’ : berjalan ~sebesar ‘Sisa Dana Desa di RKD vTahunk
‘ i D Anggaran sebelumnya e '

- (3) Dalam Hal sisa Dana Desa d1 RKD tahun Anggaran e

4 Sebelumnya masih lebih besar dari darl jumlah Dana

Desa yang akan dlsalurkan pada Tahap Il sebagaimana

‘ pada ayat (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II tidak
"‘dllakukan,? i O

~ (4) Dalam halg smpai dengan mmggu kedua bulan Juni

~ Tahun Anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun

anggaran tahun sebelumnya Masih lebih Besar dari 30%

s Gt o (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa yang di tunda

. , " ’sebagaumana dimaksud pada ayat (2) tldak dapat

. dlsalurkan dan menjadl sisa Dana Desa di RKUD '

'(5) Bupati/ Wahkota melaporkan dana desa yang tidak
disalurkan sebagalmana dimaksud pada ayat (4) kepada
) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa .

(6) Dana Desa yang t1dak dlsalurkan sebagalmana dimaksud
, pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembah pada tahun =

’ anggaran benkutnya

(7) Rekomendas1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf " ‘
c dlsampalkan’oleh aparat pengawas fungsmnal di daerah
dalam hal: terdapat potensi atau telah terjadi
penyunpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana

~-Desa.



s . Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK FlSlk dan Dana "

o -sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9

Pasalll
s i Daerah Kabupaten Boalemo

D1undangkan di Tllamuta SRR et
pada tanggal i, ‘f O(Cf’obm” 2019

A KABUPATEN BOALEMO

--------

(8) Rekomenda31 sebagannana dlmaksud pada ayat (7) : e

‘ 'fd1sampa1kan kepada Bupat1 dengan tembusan kepada

: ;’ ‘Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran» < ,

Peraturan Bupatl ini berlaku pada tanggal di undangkan Agar :
. setiap = orang mengetahul memerintahkan pangundangan o
- Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta -



